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ABSTRACT
Job training is one form of efforts in preparing human resources by developing skills

and knowledge to be more competent and ready to face the world of work according
to their responsibilities. Law No. 13 of 2003 concerning manpower has become a refer-
ence in the implementation of work training that has been adjusted. Regulation on the
implementation of job training is continued by each local government and authorized
institution. In the implementation of training must be in accordance with the procedures
or standards of training that have been determined in the law. This study aims to ana-
lyze the implementation of job training programs in the Surabaya City Manpower Office.
This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through
observation, interviews, and documentation. The results of this study stated that the
implementation of job training programs was good but not optimal because of the lack
of community interest and lack of socialization.
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PENDAHULUAN

Jalannya pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari bantuan aktif melalui sumber
daya manusia. Dalam hal ini sumber daya manusia aktif sebagai penggerak dalam melakukan
kegiatan untuk membantu jalannya pembangunan di suatu negara agar sesuai dengan tujuan.
Indonesia merupakan negara yang padat akan penduduk, namun Indonesia juga memiliki
masalah dalam hal pengangguran dikarenakan meningkatnya angkatan kerja tiap tahunnya.
Hal tersebut juga dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia yang kompeten. Pada
permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mengaturnya den-
gan dikeluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemenperin
(2003) yang dimana dalamUndang-undang tersebut diaturmengenai tenaga kerja serta adanya
kebijakan program pelatihan kerja. Dalam hal ini manusia merupakan makhluk hidup yang
memiliki berbagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Dengan adanya pelatihan maka
kemampuan manusia dapat lebih dikembangkan dengan baik melalui adanya pendidikan dan
pengalaman agar lebih siap untuk kedepannya karenamempunyai bekal yang dapat digunakan.
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Dalam hal ini dengan adanya pengalaman dapat menambah nilai positif untuk kedepannya.
Pengalaman bisa didapatkan dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungannya, baik itu
secara fisikmaupundalam lingkungan sosialnya. Pada pelatihan dapatmenambah pengetahuan
dengan adanya pendidikan yang terapkan.

Salah satu Kota yang menerapkan program pelatihan kerja tersebut adalah Kota Surabaya.
Mengingat Kota Surabayamerupakan Kota yang padat pendudukmenduduki peringkat ke dua
setelah Kota Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabayamembuat kebijakan dengan pen-
gaturan tugas di setiap bidangnya dalammengatur pelaksanaan pelatihan kerja ini yaitu dengan
dibuat melalui Peraturan Walikota Surabaya No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kota Surabaya Diskom-
info (2016). Seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaannya ada
ukuran keberhasilan yaitu dengan tercapainya jumlah sumber daya manusia yang kompeten.
Untuk mengetahui jumlah peserta dapat dilihat dari tahun 2018-2019:

TABLE 1 | Jumlah Peserta Kompeten Pelatihan Kerja Tahun 2018-2019

No Tahun Jumlah Peserta Jumlah yang Kompeten

1 2018 875 792

2 2019 1018 956

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta serta jumlah yang kompe-
ten mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun mengingat adanya target yang harus dica-
pai sehingga tiap tahun antara target dengan tercapainya jumlah peseerta belum maksimal
sepenuhnya tercapai. Maka dari itu diperlukan adanya perencanaan jangka panjang dalam
pelaksanaan program pelatihan kerja agar berjalan sesuai rencana dan dapat mencapi target
yang diinginkan. Namun dalam pelaksanaannya

Dalam Peraturan Walikota tersebut diatur sedemikian dengan detail mengenai peren-
canaan program pelatihan kerja serta pembagian tugas tiap bidangnya agar sesuai dengan
tujuan dan rencana. Pada pelaksanaanya Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu melalui
Dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya membuat program pelatihan kerja yang
terdiri dari beberapa jenis pelatihan. Pelatihan kerja bertujuan untuk membantu orang lain
dalam mendapatkan skill serta pengetahuan dalam bidang tertentu Marzuki (1992). Dalam
mencapai tujuan kebijakan program pelatihan kerja mempunyai target atau ukuran keber-
hasilan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dalam menghasilkan sumber daya
manusia yang kompeten.

Selain itu dikarenakan adanya globalisasi menyebabkan terjadinya persaingan yang
tinggi dalam bidang ketenagakerjaan terutama kualitas tenaga kerja, yang dimana harus dapat
memenuhi standar akan kebutuhan serta permintaan dalam dunia kerja baik usaha maupun
industry. Maka dari perlu adanya pelatihan guna mencetak sumber daya manusia yang sesuai
untuk dapatmemenuhi kebutuhan dalam dunia kerja. Pelatihan juga sebagai pendidikan dalam
menghasilkan sumber daya yang baik serta siap untuk kedepannya. Yang dimana pelatihan
termasuk salah satu jenis pendidikan non formal. Saat ini banyak orang yang melalui lem-
bagamemanfaatkan pelatihan dalammembantu untukmemudahkanmelaksanakan kebutuhan
hidupnya. Pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang
untukmengembangkan tingkah laku dalamhal ini yaitu pengetahuan, skill dan sikap agarmen-
capai sesuatu yang diinginkan Robinson (1981).

Secara operasional pelatihanmerupakan suatu proses yangmeliputi serangkaian tindakan
atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk memberi bantuan kepada calon
tenaga kerja oleh tenaga professional kepelatihan dalam satuan waktu tertentu yang bertu-
juan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna
meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam suatu organisasi Hamalik (2001). Pelatihan
merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan
meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif
singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Dalam hal ini setiap
Pemerintah Daerah memiliki perencanaan dalam pelaksanaanya untuk terus dikembangkan
lagi. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik maka dapat membantu jalannya
pembangunan nasional menjadi lebih baik.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis kualitatif. Penelitian ini dilakukan
dengan mencari data terkait penerapan program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan
serta juga menginterpretasikan data yang tersedia, penelitian deskriptif minim pada usaha
dalam menangkap masalah yang ada sehingga bersifat mengungkapkan fakta Nawawi (2007).
Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menyelidiki, menemukan serta menggam-
barkan dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur,
atau digambarkan dengan pendekatan penelitian lain Saryono (2010). Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data Sugiyono
(2014). Teknik penentuan informan menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling.
Kunci informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bidang Pelatihan dan Produktivi-
tas Kerja. Teknik penganalisisan data menggunakan model dan Miles dan Huberman yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan apa yang menjadi
tujuan awal. Adanya kebijakan bermula dari perencaan yang akan menjadi tata dalam pelak-
sanaannya agar berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan pelatihan kerja dimulai dari pendaftaran peserta kemudian kelengkapan dalam
administrasi, lalu dilakukan tes minat bakat untuk mengetahui potensi lebih mengacu pada
jenis pelatihan apa, yang kemudian selanjutnya akan ditentukan untuk lolos tidaknyamengikuti
pelatihan kerja kedepannya. Berikut merupakan penjabaran dari pelaksanaan program pelati-
han kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya:

Pelaksanaan Program
pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah dari pihak lembaga pelatihan
kerja swasta (LPKS) yang sudah terikat kontrak kerjasama dengan pihak Dinas terkait yaitu
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya membutuhkan dana, yang dimana
anggaran dana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program pelatihan kerja sepenuh-
nya berasal dari Pemerintah Kota Surabaya. Terdapat enam jenis pelatihan yang dilaksanakan
yaitu yang terdiri dari pelatihan bidang pariwisata, pelatihan bidang teknologi informasi, pelati-
han bidang perkantoran, pelatihan bidang industry, pelatihan bidang jasa, dan pelatihan bidang
otomotif. Yang terdiri dengan berbagai jenis macam sesuai dengan bidang nya.

Sasaran Program
Berlaku untuk seluruh masyarakat KTP Surabaya dengan pendidikan minimal SLTA/sederajat
dan usia antara 18-35 tahun. Tidak harus memiliki pengalaman kerja, tapi dengan status pen-
cari kerja sehinggamengikuti pelatihan dengan tidak boleh sedang bekerja. Dalam pelaksanaan
pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan jenis pelatihan. Waktu proses pelatihan-
nya dilakukan seperti jam sekolah pada umumnya dengan hari yang menyesuaikan kebutuhan
pelatihan, ada yang satu minggu sampai satu bulan. Metode yang diterapkan sesuai dengan
kebutuhan jenis pelatihan masing-masing. Ada yang menggunakan alat praktek sebagai media
pembelajaran.

Evaluasi Program
Dilakukan pada akhir keseluruhan pelaksanaan program pelatihan, yang bertujuan untuk
mengetahui capaian kefektifan berjalannya pelatihan kerja yang sudah dilaksanakan. Pelaksana
evaluasi adalah pihakDinas terkait yaituDinas TenagaKerja Kota Surabaya dengan teknik rapat
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dengan pihak lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dengan menyerahkan bukti laporan har-
ian selama pelaksanaan pelatihan kerja.

Pelaksnaan programpelatihan kerja dapat dianalisis denganmenggunakan teori implemen-
tasi menurut Van Mater dan Van Horn yang terdiri 6 indikator, sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Adanya suatu kebijakan dapat dilihat berhasil atau tidaknya dari acuan ukuran yang sudah
ditentukan. Dalam hal ini ukuran keberhasilan dilihat berdasarkan tercapainya dalam pen-
ingkatan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten. Dengan adanya uku-
ran dan tujuan kebijakan maka dapat memudahkan jalannya implementasi kebijakan menjadi
lebih efektif dalam pelaksanaannya dengan menyesuaikan kondisi sosio-kultur yang ada pada
lingkungan tersebut.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya program ini sudah sangat
jelas yang dimana adalah untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan pencari kerja.

Sumber Daya
Pelaksanaan suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya dukungan eksternal guna
membantu dalam keberhasilan jalannya program kebijakan yang sudah direncanakan. Dapat
dilihat terdapat beberapa dukungan sumber daya yangmembantu pelaksanaan program pelati-
han kerja ini. Dalam segi sumber daya manusia dapat diketahui bahwa program ini mendapat
dukungan dari pihak lain yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dimana sebagai
pelaksana di tempatnya serta pihak dari lembaga lain dalam keefektifan jalannya. Selain itu,
pelaksanaan program pelatihan tidak lepas dari dana yang dimana membantu dalam penye-
diaan kebutuhan pelatihan kerja. Diketahui bahwa dari segi sumber daya finansial untuk pen-
gadaan dana semuanya berasal dari Pemerintah Kota Surabaya.

Selain itu, dalam pelaksanaan pelatihan kerja pasti membutuhkan peralatan serta fasili-
tas yang memadai untuk kelengkapan kebutuhan pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari
kebutuhan akan kelengkapan sarana dan prasaran yang memadai, yang dimana disediakan
pihak LPKS selaku pelaksananya namun sesuai dengan standar yang sudah disetujui oleh pihak
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Pelatihan kerja juga membutuhkan pengadaan waktu yang
sesuai. Kebutuhan waktu pelaksanaan pelatihan kerja sudah disesuikan dengan tingkat atau
jenis pelatihan kerja masing-masing.

Karakteristik Agen Pelaksana
Pelaksanaan pelatihan kerja tidak terlepas dari peran pelaksana dalam menjalankannya. Pihak
Dinas dalam hal ini berperan sebagai fasilitator serta tangan kanan Pemerintah Kota Surabaya
dalam menyalurkannya ke pihak swasta yang menjalankan pelatihan kerjanya. Dalam pelak-
sanaannya juga tidak terlepas dari adanya SOP yang berlaku dan sudah disesuaikan. Apabila
ada pelanggaran yang terjadi,maka akan ada sanksi yang diberlakukan oleh pihakDinas kepada
pihak swasta berupa tidak diperpanjangnya kontrak kerjasama.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
Jalannya pelaksanaan program pelatihan kerja tidak lepas dari campur tangan beberapa pihak.
Dalam hal ini perlu adanya pemahaman dari para pelaksanamengenai program pelatihan kerja
agar mengerti akan tugasnya. Dapat dilihat bahwa pemahaman para pelaksana yang terlibat
yaitu pihak Dinas maupun swasta serta lembaga lain sudah sesuai dan mengetahui akan tang-
gung jawabnya sesuai dengan batasannya masing-masing.

Lancarnya pelaksanaan program pelatihan kerja juga tidak terlepas dari respon baik yang
didapat oleh pihak yang bersangkutan. Pada pelaksanaan pelatihan kerja ini dapat diketahui
bahwamendapat respon baik pada sekitar yang bersangkutan dalammendukung pelaksanaan-
nya.
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Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam sebuah pelaksanaan programpelatihan kerja pasti adanya kerjasama yang terikat dengan
pihak lain. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang baik. Dapat diketahui bahwa koordinasi
yang terjalin antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surbaya maupun dengan pihak LPKS dan
lembaga lain sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya laporan harian yang disampaikan
serta perwakilan pihak Dinas dalam pengawasan jalannya pelatihan kerja dan adanya forum
untuk membahas program pelatihan kerja ini.

Berhasilnya suatu program juga perlu dengan adanya respon baik dari lingkungan sek-
itar. Salah satunya yang dilihat dari program ini adalah adanya sosialisasi yang dilakukan
melalui sosial media dalam penyampaiannya maupun perwakilan di setiap kecamatan untuk
informasinya. Namun memang belum maksimalnya dengan merata mengenai sosialisasi yang
dilakukan selama ini sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program
pelatihan kerja ini.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Keberhasilan pelaksanaan programpelatihan kerja juga tidak terlepas dari lingkungan eksternal
yaitu ekonomi, sosial dan politik. Dari segi ekonomi dapat diketahui bahwa kondisi perekono-
mian di Surabaya ini sudah cukup baik dalam membantu jalannya program pelatihan kerja ini
untuk memenuhi kebutuhannya. Dari segi sosial dapat diketahui bahwa masyarakat Surabaya
sudah responsif dengan adanya program pelatihan kerja ini namun memang belum menyelu-
ruh. Dari segi politik, dapat diketahui bahwa pelatihan kerja ini sudah mendapat perlindungan
hukum mengingat merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga harus sesuai dengan
undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Adanya sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam jalannya pembangunan di suatu
negara. Sumber daya manusia yang sangat berperan aktif serta berpengaruh untuk kemajuan
pembangun di suatu negara adalah yang berkompeten. Karena yang berkompeten sudah dapat
memahami serta menguasai tanggung jawabnya dan dapat memenuhi kebutuhan dengan baik.
Adanya program pelatihan kerja bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkompeten agar dapatmenjalankan kebutuhan sesuai dengan tanggung jawab secara baik dan
maksimal. Maka dari itu Pemerintah Indonesia membuat kebijakan melalui undang-undang
ketenagakerjaan, yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kota/Daerah di Indonesia untukmelak-
sanakan program pelatihan kerja dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
Semua kriteria pelatihan kerja sudah sesuai dengan indikator dalam implementasi Van Mater
dan Van Horn namun ada indikator yang belum maksimal sepenuhnya dalam pelaksanaan
pelatihan kerja.

Dalam pelaksanaannya lebih maksimal serta merata untuk penyampaian informasi melalui
sosialisasi ke wilayah publik atau masyarakat. Memaksimalkan proses pelatihan baik dari alat
praktek juga tenaga pengajarnya agar lebih baik dan tercapai tujuan dalammenghasilkan sum-
ber daya manusia yang kompeten.
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